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ABSTRAK 
 
 
 ANDI MUHAMMAD IQRA KUSUMAATMAJA (B111 09 011) 
Implementasi Hak-Hak Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Kelas I 
Makassar dibawah bimbingan M. Syukri Akub sebagai Pembimbing I dan 
Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing II. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara objektif 
berdasarkan kenyataan di lapangan, tentang  hak-hak apa saja dari tahanan 
yang telah di implementasikan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar 
dan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh tahanan jika 
implementasi hak-hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, 
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas I 
Makassar. Data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder 
dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan 
dokumentasi, kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah 
secara kualitatif deskriptif. 
 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat hak-hak 
tahanan yang belum diimplementasikan dengan baik dimana terdapat suatu 
pelanggaran yaitu dengan adanya tindakan diskriminatif yang terjadi pada 
proses kunjungan terhadap tahanan, perbedaan perlakuan antara tahanan 
yang mampu dan tidak mampu dalam hal memperoleh biaya pemakaman 
apabila meninggal, dan bahkan terjadi tindakan pemukulan atau penyiksaan 
fisik terhadap tahanan oleh oknum petugas rumah tahanan. 
 
 Adapun upaya yang dapat dilakukan oeh seorang tahanan apabila 
haknya tidak diimplementasikan hanya sebatas dalam bentuk pelaporan atau 
penyampaian kepada Kepala Rumah Tahanan baik secara lisan maupun 
tertulis. 
 
 Agar hak-hak tahanan dapat diimplementasikan dengan baik, maka 
diperlukan adanya pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak tahanan dan 
harus diatur dengan jelas dan tegas mengenai konsekuensi atau sanksi 
yuridis bagi oknum petugas yang melanggar hak-hak tahanan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara yang berdasar hukum (rechtsstaat). 
Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa dalam negara hukum 
Indonesia, penyelenggaraan kekuasaan negara dalam arti luas harus dan 
senantiasa berdasar pada hukum, sebab hukum itulah yang memberi  
legitimasi sekaligus memberikan batas-batas yang menjadi wewenang 
negara (pemerintah). Penegakan hukum merupakan salah satu usaha 
untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketenteraman dalam 
masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun 
pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, 
dengan kata lain, baik secara preventif maupun represif. 
Di samping itu hukum memberikan pula perlindungan terhadap 
hak-hak asasi  warga negara dari kemungkinan adanya pelanggaran 
dalam penggunaan kewenangan tersebut. Adapun mengenai hak-hak 
asasi itu sendiri dalam pemberian interpretasi atau maknanya selalu 
diletakkan dalam kerangka pandangan hidup dan budaya serta cita-cita 
hukum dari bangsa dan negara atau yang disebut hak dan kewajiban 
warga negara telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang 
bersumber pada Pancasila, sebagaimana tertulis dalam  Pasal 27 ayat 
(2): “Menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga 
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Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada pengecualian”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi 
hukum dan hak sasi manusia serta persamaan warga negara dihadapan 
hukum seperti dalam hal seseorang warga Negara disangka melakukan 
perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana, orang tersebut harus 
dilindungi dengan diperlakukan sebagai pihak yang belum bersalah 
sebelum adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap (in kracht van gewijsde) yang menyatakan kesalahannya. Hal ini 
sesuai dengan asas hukum “Presumption of innocence”, sehingga untuk 
itu diperlakukan suatu proses yang layak (denial of justice).     
Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disahkan 
pada tanggal 31 Desember  1981, pada saat itulah Hak Asasi Manusia 
telah mendapat tempat yang terhormat dalam tatanan hukum acara 
pidana positif dan telah menempatkan manusia sebagai makhluk yang 
berharkat dan bermartabat pada tempat yang luhur. Hal ini sejalan 
dengan arah pembangunan dibidang hukum yang ditekankan pada 
kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana yang mampu melindungi dan 
mangayomi segenap warga negara Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
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Dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, di lingkungan 
peradilan dikenal asas praduga tak bersalah yang tertuang dalam Pasal 8 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok   Kekuasan Kehakiman, yang berbunyi : 
Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut serta 
dihadapkan di  depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum 
adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 
memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 
Menurut M. Yahya Harahap (Mohammad Taufik Makaro dan 
Suhasril, 2002:3), asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis 
penyidikan dinamakan “Prinsip Akusator”. Dimana dalam Prinsip ini, yang 
dijadikan objek pemeriksaan adalah kesalahan pidana yang dilakukan 
oleh tersangka atau terdakwa. Karena itu tersangka didudukkan dan 
diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan 
martabat harga diri. Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki 
KUHAP, dengan sendirinya memberi pedoman kepada aparat penegak 
hukum untuk mempergunakan prinsip akusator dalam setiap tingkatan 
pemeriksaan. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-
cara pemeriksaan yang menggunakan “prinsip inkusatoir”, yang 
menempatkan tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan 
sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.           
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Bertolak pada asas praduga tak bersalah, maka dalam KUHAP 
diatur mengenai hak kepada tersangka dan terdakwa yakni antara lain: 
1. Hak-hak tersangka dan terdakwa (Pasal 50-68 KUHAP) 
2. Bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 69-74 
KUHAP) 
3. Wewenang Lembaga Praperadilan (Pasal 77-83 KUHAP) 
4. Ganti kerugian dan Rehabilitasi (Pasal 95-97 KUHAP) 
Dimuatnya hak-hak tersangka dan terdakwa dalam hukum acara 
pidana sedikitnya telah memenuhi kehendak untuk melakukan batasan-
batasan dalam proses hukum acara, sehingga tercipta keserasian antara 
hak asasi seseorang  dengan pelaksanaan hukum acara pidana oleh 
aparat penegak hukum. 
Dengan diberlakukannya KUHAP yang tidak hanya menggantikan 
produk hukum kolonial, tetapi lebih dari itu ia membawa perubahan yang 
mendasar dalam tatanan hukum positif terutama mengenai hukum acara 
pidana. 
Salah satu hal yang mendasar yang terkandung di dalam KUHAP 
adalah ditempatkannya hak-hak asasi manusia sebagai jaminan terhadap 
perlindungan harkat dan martabat manusia secara proporsional. 
Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak tersangka atau 
terdakwa pada proses pemeriksaaan tingkat penyidikan, namun dalam 
kenyataannya masih banyak hak-hak seorang tersangka yang dijadikan 
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sebagai tahanan tidak dihargai serta tidak dilaksanakan oleh aparat 
penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan bahkan terdapat hak-
hak tersangka yang dilanggar.  
Seorang tersangka yang ditahan dan dilanggar hak-haknya dapat 
menggunakan instrumen hukum sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku  guna mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan 
terhadap dirinya terutama dalam perlindungan dan pelaksanaan hak-hak 
seorang tersangka yang ditahan, akan tetapi upaya ini sangat jarang 
dilakukan oleh seorang tahanan sehingga tidak menutup kemungkinan hal 
ini akan terus berlanjut sehingga aparat penegak hukum akan berbuat 
semaunya terhadap seorang tahanan. 
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penulis  merasa tertarik 
untuk mengangkat judul skripsi tentang “Implementasi Hak-Hak 
Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar“ 
B. Rumusan Masalah  
Salah satu asas yang sangat penting yang diatur di dalam 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan   
Pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam KUHAP yaitu asas praduga  
tak bersalah. Bersumber pada asas praduga tak bersalah itu, maka jelas 
dan sewajarnya bahwa tersangka atau  terdakwa  dalam proses  peradilan 
pidana berhak mendapat hak-haknya, terutama yang dalam hal ini 
tersangka yang ditahan. Untuk lebih mengkhususkan pembahasan skripsi 
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ini, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan adalah sebagai 
berikut: 
1. Sejauh mana implementasi hak-hak tahanan di Rumah Tahanan 
Negara Kelas I Makassar, apakah telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku?     
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh tahanan jika implementasi 
hak-hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar tidak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 
C. Tujuan dan kegunaan 
Ada pun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengungkapkan secara objektif berdasarkan kenyataan di 
lapangan, tentang  hak-hak apa saja dari tahanan yang telah di 
implementasikan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh tahanan jika 
implementasi hak-hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I 
Makassar, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Berdasarkan tujuan tersebut, maka kegunaan penelitian ini 
adalah : 
1. Menjadi  bahan  masukan  bagi aparat  penegak  hukum  khususnya 
Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam implementasi hak-hak 
dari seorang tersangka/terdakwa khususnya  tahanan Rutan. 
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2. Untuk mahasiswa Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Acara 
dalam rangka penelitian atau penulisan selanjutnya. 
3. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi masyarakat luas dan 
pihak-pihak yang berminat (pemerhati) pada khususnya dalam 
memahami dan mengetahui apa saja hak-hak dari seorang tersangka/ 
terdakwa khususnya tahanan Rutan. 
4. Bagi penulis sendiri akan menambah pengetahuan dan pemahaman 
penulis mengenai hak-hak dari seorang tersangka/terdakwa 
khususnya tahanan Rutan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Tahanan dan Penahanan 
Dalam PP Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Wewenang,Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan 
Tahanan pada Bab I Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian tahanan 
yaitu :  
“Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan Dalam 
RUTAN atau Cabang RUTAN”. 
Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1994:989) 
pengertian tahanan yaitu : 
“Tahanan adalah orang yang ditahan atau dikurung karena dituduh 
melakukan tindak pidana atau kejahatan”. 
Dalam KUHAP, masalah penahanan diatur  pada Bab V Bagian   
kedua Pasal 20 sampai Pasal 31. Sedangkan dalam  Pasal 1 butir 21 
KUHAP dijelaskan mengenai pengertian penahanan, sebagai berikut : 
“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat 
tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan 
penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini”. 
 
Sedangkan menurut Van Bemmelen  (Harun Husein, 1990 : 85) 
definisi penahanan yaitu:  
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“Suatu pedang yang memenggal kedua  belah  pihak, karena tindakan 
yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum 
menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga orang-orang tidak 
bersalah”. 
 
Guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, 
penyidik, penuntut umum dan hakim dapat melakukan penahanan 
apabila telah memenuhi syarat-syarat penahanan. 
Ada pun syarat untuk melakukan penahanan terhadap tersangka 
atau terdakwa terbagi atas 2, yakni: 
1. Syarat subyektif 
Yang merupakan syarat subyektif Pasal 21 ayat (1) KUHAP, adalah: 
a. Tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakuan tindak 
pidana  
b. Berdasarkan bukti yang cukup 
c. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran 
bahwa:  
- tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri 
- tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan merusak atau  
menghilangkan barang bukti 
- tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi 
tindak pidana 
2. Syarat Obyektif 
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Sedangkan yang merupakan syarat obyektif menurut Ratna Nurul 
Afiah (Nanda Agung Dewantara, 2009:93) adalah syarat 
penahanan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (4), yaitu : 
a. Tindak Pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang   
diancam dengan pidana penjara selama lima tahun atau lebih 
b. Tindak  pidana  yang   ancaman  hukumannya  kurang  dari  lima  
tahun. Tetapi  yang  ditentukan  dalam  Kitab  Undang-Undang  
Hukum  Pidana (KUHP), yaitu : 
 (Pasal 282 ayat (3), 296, 335 ayat (1), 351 ayat (1), 353 ayat 
(1), 372, 378, 379a, 453, 454, 455, 459, 480, dan 506) 
 Pelanggaran terhadap Ordonantie Bea dan Cukai 
 Pasal 1, 2, dan 4 Undang-Undang Nomor  8  Drt. Tahun 1955  
(tindak pidana imigrasi) 
 Tindak  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 1976 
tentang narkotika.    
Selanjutnya menurut beliau, kedua syarat tersebut yang 
terpenting adalah syarat obyektif, sebab penahanan hanya dapat 
dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 
ayat (4) itu dipenuhi. Sedangkan syarat subyektif yang 
terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) biasanya dipergunakan untuk 
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memperkuat syarat-syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat 
(4). 
B. Prosedur dan Jenis Penahanan 
Prosedur penahanan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 
ayat (2) dan (3) serta Pasal 59 KUHAP yang isinya antara lain: 
- Penahanan oleh penyidik terhadap tersangka harus dengan      
memberikan surat perintah penahanan, sedangkan penahanan oleh 
hakim harus dengan penetapan.   
- Surat perintah penahanan dan penetapan hakim mengenai  
penahanan haruslah berisi : 
a. identitas tersangka atau terdakwa  
b. menyebutkan alasan penahanan 
c. uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau 
didakwakan  
d. serta tempat ia ditahan  
- Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau 
penetapan hakim tersebut diatas harus diberikan kepada keluarganya.  
Menurut TTP-KUHAP Lampiran angka 9 terhadap orang asing 
yang tidak mempunyai keluarga di Indonesia tembusan tersebut diberikan 
ke perwakilan negaranya, karena perwakilan negara itulah yang lebih 
tepat untuk mengurus kepentingan setiap warga negara dari negara yang 
bersangkutan di Indonesia. 
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Pemberitahuan penahanan atas diri tersangka atau terdakwa 
oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkatan pemeriksaan selain 
kepada keluarganya dapat juga kepada orang lain yang serumah dengan 
tersangka atau terdakwa atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh 
tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau 
jaminan bagi penangguhan penahanan. 
Dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP,  jenis penahanan dapat berupa: 
a. Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):  
Selama belum ada rumah tahanan negara ditempat  yang 
bersangkutan, penahanan rumah tahanan negara dapat dilakukan :                  
- di kantor Kepolisian Negara 
- di kantor Kejaksaan Negeri 
- di kantor Lembaga Pemasyarakatan 
- di rumah sakit 
- di tempat lain dalam keadaan yang memaksa, misalnya tersangka 
atau terdakwa pecandu narkotika, sejauh mungkin ditahan di 
tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.  
b. Penahanan Rumah 
Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau 
rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan  
pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang 
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dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Oleh karena tahanan rumah juga merupakan jenis 
penahanan,  maka tersangka bila akan keluar rumah harus dengan ijin 
penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberikan perintah 
penahanan. 
c. Penahanan Kota  
Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau 
tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi 
tersangka atau terdakwa melaporkan diri pada waktu-waktu yang 
ditentukan. Demikian juga karena tahanan kota merupakan jenis 
penahanan, maka tersangka yang akan keluar kota harus seijin 
pejabat  yang menahan. 
C. Tingkatan Pemeriksaan Perkara Pidana 
  Secara umum tingkatan dalam hukum pidana meliputi 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan. Namun pada 
prakteknya tahapan-tahapan pemeriksaan perkara pidana itu akan 
berakhir pada saat seseorang itu telah menjalani hukuman dan setelah ia 
menggunakan prosedur upaya hukum, sehingga seseorang itu dinyatakan 
sebagai pihak yang bersalah.  
Adapun prosedur pemeriksaan perkara pidana Waluyadi 
(1999:42) adalah sebagai berikut: 
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1. Penyelidikan 
Dalam KUHAP Pasal 1 ke 5 dikatakan bahwa penyelidikan 
adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara 
yang diatur dalam Undang-Undang ini.   
2. Penyidikan 
Penyidikan merupakan tindak lanjut dari tindakan 
penyelidikan. Undang-Undang memberikan pengertian penyidikan 
sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal serta menurut cara 
yang di atur dalam Undang-undang ini (KUHAP), untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 
1 ke 2 KUHAP). Yang menjadi titik sentral dalam tindakan penyidikan 
ini adalah mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang 
suatu tindak pidana.  
3. Pemeriksaan 
Setelah berlakunya KUHAP, maka kedudukan tersangka atau 
terdakwa tidak diberlakukan lagi hanya semata-mata sebagai obyek 
pemeriksaan. 
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Dalam pengetahuan hukum acara pidana yang merupakan 
hukum formal atau disebut juga hukum yang berkaitan dengan proses 
sebuah pemeriksaan, dikenal 2 jenis pemeriksaan yaitu: 
1. Sistem pemeriksaan Accusatoir 
Dalam sistem ini tersangka dan terdakwa ditempatkan sebagai 
subyek pemeriksaan, sehingga konsekuensinya antara pemeriksa 
maupun yang diperiksa mempunyai kedudukan yang sama di 
dalam hukum. 
Di dalam KUHAP pencerminan dari sistem ini dapat kita 
temukan dalam Pasal 112, 113, 114, 115, 117, 118 KUHAP . 
2. Sistem pemeriksaan Inqusatoir 
Dalam sistem ini, tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan 
menempati posisi sebagai obyek pemeriksaan, sehingga untuk 
mendapatkan data dalam rangka mencari pelaku tindak pidana 
yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaanya. 
4. Penuntutan 
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk 
melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam 
hal dan menurut cara yang diatur Undang-Undang ini dengan 
permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 
Pengadilan (Pasal ke 7 KUHAP). 
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5. Pemeriksaan Sidang Pengadilan 
Dalam KUHAP acara sidang pengadilan diatur dalam Pasal 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159. Acara Pemeriksaan sidang di 
pengadilan ada 3 jenis, yaitu: 
1) Acara  pemeriksaan  biasa  (Pasal 152 sampai Pasal 202 KUHAP)  
Tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa 
adalah tindak pidana yang pembuktiannya mudah  serta penerapan 
hukumnya tidak mudah serta sifat melawan hukumnya tidak  
sederhana. 
2) Acara pemeriksaan singkat (Pasal 203 sampai Pasal 204 KUHAP) 
Tindak  pidana  yang diperiksa  dengan cara pemeriksaan singkat 
adalah  tindak  pidana  yang  pembuktiannya  mudah serta  sifat  
melawan hukumnya sederhana. 
3) Acara pemeriksaan cepat 
Acara  pemeriksaan cepat  dibagi  menjadi 2, yaitu  tindak pidana 
ringan “Tipiring” (diperuntukkan bagi tindak pidana yang ancaman 
hukumnya berupa penjara atau kurungan 3 bulan atau denda Rp. 
7.500, dan penghinaan ringan), kemudian yang kedua adalah 
pelanggaran lalu lintas. 
D. Jangka Waktu Penahanan 
   Penahanan bukan tidak mempunyai batas waktu, maka 
Undang-Undang  telah memberikan ketentuan jangka waktu penahanan, 
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yaitu dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 KUHAP. 
 Jangka waktu penahanan pada setiap tingkatan perkara pidana, 
yaitu:  
a. Tingkat penyidikan  
Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 20 hanya berlaku paling lama 20 hari (Pasal 
24 ayat 1). Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) 
apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum 
selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang 
untuk paling lama 40 hari (Pasal 24 ayat 2). Ketentuan 
sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) tidak menutup 
kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum 
berakhir waktu penahanan tersebut,  jika kepentingan pemeriksaan 
sudah terpenuhi (Pasal 24 ayat 3). Setelah waktu 60 hari tersebut, 
penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi 
hukum (Pasal 24 ayat 4). Dengan demikian menurut Nanda Agung 
Dewantara (2009:101) penuntut umum tidak dapat mengeluarkan 
surat perintah penahanan sesuai Pasal 25 yang berlaku paling 
lama 20 hari sebelum perkara dilimpahkan kepadanya. 
b. Tingkat Penuntutan 
Perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut umum 
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 20, hanya berlaku paling 
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lama 20 hari (Pasal 25 ayat 1). Jangka waktu sebagaimana 
tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan 
pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua 
pangadilan negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari 
(Pasal 25 ayat 2). Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) 
dan (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari 
tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika 
kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 25 ayat 3). 
Setelah waktu 50 hari tersebut, penuntut umum harus sudah 
mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum (Pasal 25 ayat 
4). Dalam  Pasal 25 KUHAP itu ditentukan bahwa penuntut umum 
dapat mengeluarkan perintah penahanan yang berlaku paling lama 
20 hari. Penahanan oleh penuntut umum ini dapat diperpanjang 
oleh ketua pengadilan yang berwenang paling lama 30 hari, yang 
menurut ayat (2) Pasal tersebut dengan alasan “apabila diperlukan 
guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai”. 
Menurut pendapat Andi Hamzah (2000:131), redaksi alasan 
tersebut kurang tepat, karena penuntut umum tidak melakukan 
pemeriksaan. Jadi mestinya berbunyi “apabila penuntutan belum 
selesai”.  
c. Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri 
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Hakim Pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan                 
berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk                
paling lama 30 hari  (Pasal 26 ayat 1). Jangka waktu sebagaimana 
tersebut  pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan 
pemeriksaan  yang belum selesai, dapat di perpanjang oleh Ketua 
Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari 
(Pasal 26 ayat 2). Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) 
dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa 
dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan  tersebut, jika 
kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 26 ayat 3). 
Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, 
terdakwa sudah harus  dikeluarkan  dari  tahanan demi   hukum  
(Pasal 26 ayat 4). 
d. Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Tinggi 
Hakim pengadilan tinggi yang mengadii perkara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding 
berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling 
lama 30 hari (Pasal 27 ayat 1). Jangka waktu sebagaimana 
tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan 
pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua 
pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari 
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(Pasal 27 ayat 2). Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) 
dan (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari 
tahanan sebelum berakhir  waktu penahanan tersebut, jika 
kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi  (Pasal 27 ayat 3). 
Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, 
terdakwa sudah harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 
27 ayat 4).  
e. Tingkat Pemeriksaan Kasasi 
Hakim  Mahkamah  Agung  yang  mengadili  perkara  sebagaimana  
dimaksud   dalam   Pasal   88,   guna   kepentingan   pemeriksaan 
kasasi   berwenang  mengeluarkan   surat     perintah  penahanan 
untuk paling lama 50 hari (Pasal 28 ayat 1). Jangka waktu 
sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna 
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang 
oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 hari (Pasal 28 
ayat 2). Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) 
tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan 
sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan 
pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 28 ayat 3). Setelah waktu 110 
hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus 
sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 28 ayat 4).  
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 Dengan demikian dapat diperinci penahanan dalam hukum 
acara   pidana Indonesia sebagai berikut : 
Penahanan oleh penyidik atau penyidik pambantu  : 20 hari 
Perpanjangan oleh penuntut umum :    40 hari 
Penahanan oleh penuntut umum :   20 hari 
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri  :  30 hari 
Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri :   30 hari 
Perpanjangam oleh Ketua pengadilan Negeri  :   60 hari 
Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi :    30 hari 
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi  :   60 hari 
Penahanan oleh Mahkamah Agung :   50 hari  
Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung  :    60 hari 
Jadi, seseorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan 
di penyidikan sampai pada tingkat kasasi hanya dapat ditahan 
paling lama :            400 hari 
E. Hak-Hak Tahanan 
  Hampir seluruh Bab VI KUHAP memuat tentang hak-hak 
tersangka dan terdakwa. Segera setelah seseorang ditangkap atau 
ditahan dimana  ia telah dikwalifikasikan sebagai tersangka, maka segera 
pula ia berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik. Hal ini mengandung 
pengertian bahwa seorang tersangka begitu ia ditahan, tidak dapat 
dibiarkan begitu saja sehingga dirasakan tidak adanya perlakuan  
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sewenang-wenang dan tidak wajar. Ada pun hak-hak tahanan menurut PP 
Nomor. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan 
Tahanan dalam Bab IV antara lain: 
1. Setiap tahanan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan   
agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam RUTAN atau 
Cabang RUTAN dan LAPAS atau Cabang LAPAS. Sarana dan 
prasarana peribadatan disediakan oleh RUTAN atau Cabang RUTAN 
atau LAPAS atau cabang LAPAS. Serta pelaksanaan ibadah oleh 
tahanan  dilakukan di dalam kamar blok masing-masing.  
2. Setiap tahanan berhak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan       
jasmani. Perawatan rohani dilaksanakan dengan memberikan 
penyuluhan rohani kepada tahanan, sedangkan perawatan jasmani 
dilaksanakan dengan memberikan kegiatan olah raga kepada tahanan.   
3. Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan  yang layak. 
Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter RUTAN atau Cabang 
RUTAN atau LAPAS atau Cabang LAPAS. Dalam hal RUTAN atau 
Cabang RUTAN atau LAPAS atau Cabang LAPAS  belum ada dokter 
atau tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat  
diminta bantuan kepada Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat dan 
biaya perawatan kesehatan selama di Rumah Sakit dibebankan 
kepada negara. 
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4. Hak mendapat biaya pemakaman apabila meninggal. Apabila ada 
tahanan yang meninggal dunia karena sakit atau meninggal secara 
tidak wajar akibat terjadinya penyiksaan terhadap tahanan tersebut, 
maka kepala RUTAN atau Cabang RUTAN atau LAPAS atau Cabang 
LAPAS segera memberitahukan kepada pejabat instansi yang 
menahan dan keluarga tahanan yang meninggal, kemudian  
dimintakan surat keterangan kematian dari dokter serta dibuatkan 
berita acara. Apabila penyebab meninggalnya tidak wajar, maka 
kepala RUTAN atau Cabang RUTAN atau LAPAS atau Cabang  
LAPAS segera melaporkan kepada kepolisian setempat guna 
penyelidikan  dan  penyelesaian Visum  et  repertum dari  dokter yang 
berwenang dan memberitahukan kepada pejabat instansi yang 
menahan serta keluarga dari tahanan yang  meninggal. Pengurusan  
jenazah   dan  pemakamannya  harus diselenggarakan  secara  layak  
menurut  agama  dan  kepercayaan  masing-masing. 
5. Setiap Tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahanan asing 
diberikan makanan yang sama dengan tahanan lain, kecuali atas 
petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain yang harganya tidak 
melampaui harga makanan seorang sehari. Tahanan yang sakit, 
hamil, atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai 
dengan petunjuk dokter. Mutu dan jumlah bahan makanan untuk 
24 
 
kebutuhan tahanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan  yang berlaku.   
6. Setiap tahanan berhak menyampaikan keluhan tentang perlakuan 
pelayanan petugas atau sesama tahanan kepada kepala RUTAN atau 
Cabang RUTAN atau LAPAS atau Cabang LAPAS.   
Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis dengan tetap 
memperhatikan tata tertib RUTAN atau Cabang RUTAN atau LAPAS 
atau Cabang LAPAS. 
7. Setiap tahanan berhak menerima kunjungan dari : 
a. keluarga atau sahabat; b. dokter pribadi; c. rohaniawan; d. 
penasihat hukum; e. guru; f. pengurus dan atau anggota organisasi 
sosial kemasyarakatan. 
8. Tahanan tetap mempunyai hak-hak politik dan hak-hak keperdataan     
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sedangkan hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan 
Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menurut peraturan Menteri 
Kehakiman RI Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara 
Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan 
Negara meliputi: 
1) Hak memakai pakaian sendiri 
2) Hak mendapatkan makanan yang layak  
3) Hak memperoleh perawatan yang layak  
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4) Hak mendapat biaya pemakaman apabila meninggal 
5) Hak mendapat atau mengikuti kegiatan rohani 
6) Hak untuk berolah raga  
7) Hak untuk menyalurkan hobi di bidang kesenian 
8) Hak untuk tidak dipekerjakan 
Hak tahanan baik yang diatur dalam peraturan pemerintah 
maupun  peraturan menteri ini, ditekankan pada hak kodrati yang dimiliki 
oleh setiap orang dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan 
statusnya sebagai tahanan dan satu-satunya hak yang hilang adalah hak 
untuk hidup bebas. Oleh karena itu, perawatan tahanan harus dilakukan 
sesuai dengan program perawatan tahanan dengan memperhatikan 
tingkat proses  pemeriksaan perkara. 
Dalam beberapa konvensi Internasional tentang Hak Asasi 
Manusia juga diatur mengenai hak-hak seorang tahanan. Hal ini dapat kita 
lihat pada Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik Nomor 
21 Tahun 1966, dimana dalam Pasal 9 tertulis : 
(3) Setiap orang yang ditangkap atau ditahan suatu tuduhan 
kejahatan harus segera dihadapkan di depan hakim atau 
pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk 
menjalankan kekuasaan peradilan, dan harus berhak untuk 
diadili dalam jangka waktu yang wajar atau dibebaskan. 
Bukan merupakan suatu ketentuan umum bahwa orang-
orang yang menunggu untuk diadili harus ditahan, namun 
pembebasan dapat diberikan atas jaminan untuk muncul 
pada sidang pengadilan, pada setiap tahap pengadilan, dan 
bila masanya tiba pada saat keputusan hakim dijatuhkan. 
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(4) Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan 
penangkapan atau penahanan berhak mengajukan tuntutan 
di hadapan pengadilan agar pengadilan tersebut segera 
memutuskan keabsahan penahannya, dan memerintahkan 
pembebasannya apabila penahanan itu tidak sah. 
 
(5) Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau 
penahanan yang tidak sah akan behak atas kompensasi yang 
dapat diberlakukan. 
 
Kemudian lebih lanjut pada Pasal 10 ayat (1) yang tertulis : 
Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan 
secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang 
melekat pada umat manusia. 
 
Selanjutnya dalam konvensi yang menentang penyiksaan dan 
perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan 
merendahkan martabat manusia, disebutkan dalam Pasal 1 bahwa : 
Untuk tujuan konvensi ini, istilah penyiksaan berarti setiap 
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sengaja sehingga 
menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik 
jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh 
pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga. 
Dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah 
dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang 
ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang 
ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap 
bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau sepengetahuan 
pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan 
yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan 
oleh suatu sanksi hukum yang berlaku. 
 
F. Rumah Tahanan Negara 
Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat 
tersangka atau terdakwa menjalani penahanannya selama proses 
penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.  
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Dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 
juga disebutkan bahwa: 
“Rutan merupakan institusi yang melaksanakan penahanan para 
tersangka atau terdakwa tindak pidana secara fisik dan secara 
yuridis tetap berada pada instansi yang menahannya, lebih lanjut 
dikejaskan bahwa Rutan merupakan tempat pelaksanaan 
penahanan tetap berlandaskan pada asas praduga tak bersalah, 
Rutan merupakan rangkaian proses pemidanaan yang diawali 
dengan proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di 
pengadilan” 
 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang 
Syarat - Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan 
Tanggung Jawab Perawatan Tahanan ditentukan pula:  
“Rutan melakukan perawatan dan pelayanan tahanan mulai dari 
tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di 
sidang pengadilan, serta pelaksanaan penerimaan dan 
pengeluaran tahanan sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku”. 
 
Penempatan Narapidana di dalam rumah tahanan dilaksanakan 
sama persis dengan yang ada di dalam Rumah Tahanan/Lembaga 
Pemasyarakatan seperti yang ada di dalam Undang - Undang No.12 
Tahun 1995. Pelaksanaan pembinaan Narapidana di dalam rumah 
tahanan sebenarnya tidak ada di dalam peraturan. Namun karena alasan 
over capacity di dalam Rumah Tahanan/Lembaga pemasyarakatan, hal ini 
dapat dijalankan di dalam rumah tahanan. Sehingga petugas mempunyai 
fungsi ganda yaitu merawat tahanan dan membina narapidana dalam 
lingkungan yang sama, yaitu rumah tahanan. 
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Rutan dibentuk oleh Menteri ditiap Kabupaten dan Kotamadya 
yang juga berperan sebagai pelaksana asas pengayoman yang 
merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui 
pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan itu Kepala 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menuliskan bahwa: 
Pemasyarakatan adalah proses kehidupan negative antara 
Narapidana (unsur diri) masyarakat yang mengalami perubahan-
perubahan yang menjurus dan menjelma sembuh menjadi 
kehidupan yang positif antara Narapidana dengan unsure-unsur 
diri masyarakat. 
 
Pada prinsipnya tidak ada lagi penjara karena perkembangan 
Rutan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Ketika 
dijatuhi vonis dan ditetapkan melanggar hukum, maka pemulihan yang 
dilakukan harus berada dilingkungan yang layak. Sehingga Narapidana 
menjalaninya bukan lagi seperti orang yang dihukum (dipenjarakan). 
Rutan harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika 
Narapidana kembali ke masyarakat akan bisa mematuhi nilai dan norma 
hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali. Bagi para 
Narapidana yang ditempatkan (dibina) di Rutan adalah Narapidana yang 
masa pidananya tidak lebih dari 12 bulan (1 tahun), Ketentuan ini didasari 
oleh para aparatur. Secara realitasnya masih banyak ditemukan adanya 
Narapidana dengan masa pidana lebih dari 12 bulan yang di tempatkan 
dalam Rutan untuk dibina. Alasan pembenar ini dilandasi oleh segii 
finansial untuk pengadaan Lapas di setiap Kabupaten. Padahal bila kita 
29 
 
menyimak ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pemasyarakatan secara tegas 
berbunyi: 
“RUTAN dan LAPAS didirikan di setiap Ibukota dan Kabupaten  
atau Kota Madya”. 
 
Namun kenyataannya adalah tidak semua kabupaten dan 
kotamadya di Indonesia memiliki rutan dan Lapas, sehingga Rutan 
difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal 
ini juga mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, 
berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, 
karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang 
seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, 
banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka 
selesai. 
Hal ini menandakan bahwa realisasi dari ketentuan UU 
Pemasyarakatan itu sendiri telah terabaikan sehingga tidak dapat 
disalahkan ketika banyak orang menilai bahwa hukum itu hanyalah 
sesuatu yang tertulis semata dan tidak memeiliki ruang (mati). Akan 
tetapi dengan pemberdayaan sarana yang ada di Rutan, tetap 
diupayakan secara maksimal dengan melakukan pembinaan agar 
Narapidana dapat melakukan interaksi secara sehat sehingga output dari 
itu dapat kembali ke dalam masyarakat dapat terwujud dengan baik. Hal 
ini didasari pada ketentuan UU Pemasyarakatan dalam Pasal 3 yaitu: 
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Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan 
Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan 
masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota 
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. 
 
Hampir tidak ada yang membedakan antara tugas pokok Lapas 
dengan Rutan, hanyalah persoalan penempatan tahanan yang menjadi 
tolak ukur perbedaannya. Tugas dari Rutan adalah melakukan pelayanan 
dan melaksanakan pemasyarakatan Narapidana dan Tahanan. Hal ini 
merupakan penjabaran Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1985 dimana diuraikan fungsi-
fungsi Rutan adalah: 
1. Melakukan administrasi, membuat statistic dan dokumentasi 
tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan 
kesehatan tahanan. 
2. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan 
bagi tahanan. 
3. Memberikan bimbingan bagi tahanan. 
Surat keputusan Menteri Kehakiman yang disebutkan diatas 
semakin diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 yang mana disebutkan 
bahwa keberhasilan pemasyarakatan sebagai tujuan dan pembinaan 
narapidana dan pelayanan bagi tahanan terletak pada konsistensi 
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aparatur dalam menerapkan sistem pembinaan yang baik dengan 
memperhatikan fungsi-fungsinya, yaitu: 
1. Melakukan pembinaan narapidana/tahanan dan anak didik. 
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan 
mengelola hasil kerja. 
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian. 
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan. 
5. Melakukan usulan tata usaha dan rumah tangga. 
 
Rutan sekarang ini berkembang dari sistem kepenjaraan 
menjadi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang 
dilaksanakan melalui program pembinaan agar para narapidana atau 
tahanan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi 
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 
masyarakat dan dapat menjalankan serta mengembangkan fungsi 
sosialnya di tengah-tengah masyarakat melalui peran aktif mereka dalam 
bidang pembangunan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi penelitian 
Dalam proses penyusunan skripsi ini, salah satu tahapan yang 
harus dilalui adalah dengan melakukan penelitian, dalam hal ini tempat 
penulis melakukan penelitian, adalah : 
Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar 
Penulis memilih lokasi tersebut karena tempat tersebut 
mempunyai bahan atau informasi yang penulis butuhkan. Selain itu 
tempat tersebut juga berhubungan langsung dengan  obyek penyusunan 
skripsi ini. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 
macam yaitu : 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara         
dengan pihak  terkait  tentunya  yang mempunyai  hubungan   dalam 
penulisan skripsi ini. 
2. Data sekunder, yaitu  data  yang  diperoleh dari  berbagai  sumber 
literatur yang berhubungan dengan  masalah yang  dibahas. Data juga 
diperoleh dari buku-buku, media cetak, media elektronik, tulisan, 
makalah, serta pendapat para pakar hukum. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam usaha menyaring data sebagai bahan pengkajian dan 
analisis, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data : 
1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang 
dilakukan secara langsung kepada responden yang mengerti tentang 
objek penelitian penulis. 
2. Dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang tersedia di 
instansi yang berkaitan dengan objek penelitian penulis. 
D. Analisis Data 
Untuk mengolah data yang telah diperoleh seperti tersebut di atas 
agar menjadi sebuah karya ilmiah / skripsi yang terpadu dan sistematis, 
maka data yang diperoleh diolah secara kualitatif sehingga hasilnya akan 
disajikan secara deskriptif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Implementasi Hak-Hak Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Kelas I 
Makassar 
1. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar 
Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PR.07.03 Tanggal 20 
September Tahun 1985, dinyatakan bahwa Rumah Tahanan Negara 
Kelas I Makassar adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis bidang 
penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 
sidang Pengadilan yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. 
Dalam perkembangannya, Rumah Tahanan Negara Kelas II 
Makassar di samping sebagai UPT di bidang penahanan juga difungsikan 
seperti Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini penghuni Rumah 
Tahanan Negara Kelas I Makassar tidak hanya  menampung para 
tahanan yang berstatus tersangka atau terdakwa, tetapi juga 
menampung tahanan yang berstatus narapidana atau Warga Binaan 
Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana, 
khususnya narapidana yang hukumannya di bawah 12 bulan. Hal ini juga 
didasari karena alasan over capacity di dalam Lembaga Pemasyarakatan 
sehingga dijalankan di dalam Rumah Tahanan Negara. 
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Selanjutnya dalam keberadaannya, Rumah Tahanan Negara 
Kelas I Makassar tidak dapat terpisah dari keberadaan Lembaga 
Pemasyarakatan pada umumnya dalam sistem peradilan pidana terpadu 
(Integrated Criminal Justice System). 
Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakan adalah suatu 
tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan 
Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara 
terpadu antara pembinan, yang dibina dan masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana 
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 
berperan dalam pembangunan dan dapat hidup sebagai warga yang baik 
dan bertanggung jawab. Dalam kerangka pengertian tersebut, maka 
secara garis besar eksistensi Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar 
sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dapat dilihat dalam penjelasan 
sebagai berikut: 
Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar terletak di Jalan 
Rutan Nomor 8 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, 
Kotamadya Makassar, mulai dipergunakan sejak Tanggal 01 Agustus 
1989. Dibangun di atas tanah seluas 10.120m² yang didesain sedemikian 
rupa dengan tetap mempertimbangkan segi keamanan dan pembinaan. 
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Bangunan terdiri atas ruang perkantoran, Klinik, Dapur dan Blok Hunian, 
yaitu: 
a. Blok A 
- A1, lantai bawah 
- A2, lantai atas 
b. Blok B, 1 lantai 
c. Blok C (Khusus Narkoba) 
- C1, lantai bawah 
- C2, lantai atas 
d. Blok D (Khusus Wanita), 2 lantai 
e. Blok Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan). 
 Visi 
 Sebagai tempat akhir eksekusi dimana masyarakat dapat 
memperoleh kepastian hukum dan terdepan dalam membangun 
manusia mandiri. 
 Misi 
 Melaksanakan peningkatan perawatan tahanan dan pembinaan 
Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum 
dan memberi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. 
 Tujuan 
a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi 
manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri 
37 
 
dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 
dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai 
warga yang baik dan bertanggung jawab. 
b. Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia 
tahanan dalam memperlancar proses penyelidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. 
 Kewenangan dan Tugas 
 Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar pada umumnya 
melakukan sebagian tugas pokok Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan yang 
melaksanakan program kerja sesuai dengan kewenangan dan tugas 
Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar yang berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat 
dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung 
Jawab Perawatan Tahanan, antara lain: 
1. Melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan serta 
pengeluaran tahanan. 
2. Membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di Pengadilan. 
3. Melaksanakan program perawatan dan pelayanan tahanan. 
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4. Melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban RUTAN 
dan menjatuhkan serta memberikan hukuman disiplin. 
5. Melaksanakan pengelolaan RUTAN. 
6. Melaksanakan Urusan Tata Usaha. 
Selama ini Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar 
senantiasa melakukan usaha-usaha secara maksimal dalam rangka 
menciptakan kondisi yang cepat dan tepat dalam proses peradilan. 
 Struktur Organisasi 
Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar 
menjelaskan bahwa adanya pekerjaan yang struktural yang telah 
ditetapkan kepada satu kepala yang mempunyai beberapa anggota 
dalam pelaksanaannya. Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar 
dipimpin oleh Kepala Rutan Bapak Budi Sarjono Bc.Ip,S.Ag.S.H. 
yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap seluruh proses serta 
segala hal yang terjadi di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I 
Makassar. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Rutan dibantu 
oleh kepala-kepala bagian yang dibagi dalam beberapa bagian 
seperti Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Kesatuan Pengamanan, 
Kepala Seksi Pelayanan Tahanan dan Kepala Seksi Pengelolaan. 
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Adapun Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I 
Makassar dapat dilihat di bawah ini: 
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STRUKTUR ORGANISASI
 
 Penulis hanya akan membahas tugas pokok dan fungsi unit 
kerja seksi pelayanan tahanan. Unit kerja Seksi Pelayanan Tahanan 
KEPALA RUMAH TAHANAN 
NEGARA
KELAS I MAKASSAR
KEPALA 
KESATUAN 
PENGAMANAN
REGU 
PENGAMANAN 
(REGU I S.D. IV)
KEPALA SEKSI 
PELAYANAN 
TAHANAN
KEPALA SUB 
SEKSI 
ADMINISTRASI & 
PERAWATAN
KEPALA SUB 
SEKSI BANTUAN 
HUKUM & 
PENYULUHAN
KEPALA SUB 
SEKSI 
BIMBINGAN & 
KEGIATAN KERJA
KEPALA SEKSI 
PENGELOLAAN
KEPALA URUSAN 
UMUM
KEPALA SUB 
SEKSI KEUANGAN 
& 
PERLENGKAPAN
KEPALA URUSAN 
TATA USAHA
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adalah salah satu unit kerja di Rutan yang bersinggungan langsung 
dengan pemenuhan hak tahanan dan narapidana, Unit kerja ini terdiri 
dari tiga sub seksi diantaranya Sub Seksi Administrasi Dan Perawatan 
yang salah satu tugas pokoknya melakukan pendataan tahanan dan 
narapidana ke dalam buku register dan memasukkannya ke dalam 
data komputerisasi, Sub Seksi Bantuan Hukum Dan Penyuluhan yang 
memberikan bimbingan dan penyuluhan serta kegiatan pendidikan 
jasmani dan rohani, serta Sub Seksi Bimbingan Dan Kegiatan Kerja 
yang menginventarisasi keterampilan warga binaan, melakukan 
pengajaran, pelatihan, pembinaan, bimbingan  petunjuk dan latihan 
kerja, mengadakan kerjasama dengan badan  diklat daerah guna 
peningkatan keterampilan bagi warga binaan, serta mengadakan alat-
alat dan sarana pendidikan bagi warga binaan pemasyarakatan.  
  Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara 
 Kelas I Makassar, Bapak Rustan,S.H.,M.H. saat ditemui di ruangan 
 kerjanya pada tanggal 12 Maret 2015 pukul 10:11 Wita menyatakan 
 bahwa sebelumnya perlu diketahui bahwa Rumah Tahanan Negara 
 Kelas I Makassar tidak menampung tahanan ataupun narapidana 
 anak, akan tetapi ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. 
 Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas 
 I Makassar mengelompokkan tahanan dan narapidana berdasarkan 
 pejabat atau  instansi yang melakukan penahanan, upaya hukumnya 
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 dan jenis kelaminnya, sedangkan narapidana dikelompokkan 
 berdasarkan  vonis  hukumannya dan jenis kelaminnya. Adapun 
 penjelasannya yaitu Tahanan AI  adalah tahanan Polisi, tahanan AII 
 adalah tahanan Jaksa, tahanan AIII adalah tahanan Hakim, tahanan 
 AIV adalah tahanan yang melakukan upaya hukum Banding, tahanan 
 AV adalah tahanan yang melakukan upaya hukum Kasasi, dan 
 tahanan Bayi adalah tahanan yang dilahirkan  didalam rutan.Tahanan 
 laki-laki berjumlah 986 orang dan tahanan perempuan berjumlah 56 
 orang, jumlah total tahanan laki-laki dan perempuan yaitu 1.042 orang. 
 Sedangkan untuk narapidana yaitu, narapidana BI adalah 
 narapidana yang vonis hukumannya 1 tahun ke atas, narapidana BIIa 
 adalah narapidana laki-laki yang vonis  hukumannya1tahun kebawah, 
 narapidana BIIb adalah narapidana perempuan yang vonis 
 hukumannya 1 tahun kebawah, dan BIII adalah narapidana yang vonis 
 hukumannya 8 sampai 20 tahun, dan seumur  hidup sampai hukuman 
 mati. Narapidana laki-laki berjumlah 243 orang dan narapidana 
 perempuan berjumlah 24 orang, jumlah narapidana laki-laki dari 
 perempuan yaitu 267 orang. Jumlah total tahanan dan 
 narapidana laki-laki yaitu 1229 orang dan jumlah total tahanan dan 
 narapidana  perempuan yaitu 80 orang. Sehingga jumlah total 
 keseluruhan tahanan dan narapidana yang terdiri dari laki-laki dan 
 perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar yaitu 1.309 
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 orang dari kapasitas maksimumnya yang mampu menampung 
 1.000 orang. 
  Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
Tabel 4.1 
Jumlah Penghuni Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar 
Tahun 2015 
No. Uraian 
Jenis Kelamin 
Jumlah Total 
Laki-laki Perempuan 
Tahanan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
AI 
AII 
AIII 
AIV 
AV 
BAYI 
154 
352 
444 
34 
1 
1 
3 
1 
51 
- 
- 
1 
157 
353 
495 
34 
1 
2 
Jumlah 1 986 56 1.042 
Narapidana 
1. 
2. 
3. 
4. 
BI 
BIIa 
BIIb 
BIII 
118 
125 
- 
- 
14 
- 
10 
- 
132 
125 
10 
- 
Jumlah 2 243 24 267 
Jumlah 1 + 2 1229 80 1.309 
Sumber: Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar Per Tanggal 02 
Maret Tahun 2015, data diolah. 
 Dari tabel diatas sangat jelas dapat dilihat bahwa Rumah 
Tahanan Negara Kelas I Makassar mengalami over kapasitas. Adapun 
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hal yang menyebabkan terjadinya over kapasitas disebabkan oleh 
adanya tahanan yang sudah memperoleh vonis atau putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan tetapi surat vonis atau 
putusan pengadilan tersebut belum diterima oleh pihak rumah tahanan 
sehingga tahanan yang bersangkutan masih terus berada di dalam 
rumah tahanan dan belum dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. 
Penyebab lainnya dikarenakan lembaga pemasyarakatan juga 
mengalami over kapasitas, sehingga tahanan yang seharusnya pindah 
ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, banyak yang 
tetap berada di dalam rumah tahanan hingga masa hukuman mereka 
selesai. 
 Penghuni yang menjadi binaannya, didominasi oleh kasus 
penyalahgunaan narkotika dan pencurian, sisanya kasus pidana 
umum lainnya seperti, ketertiban, mata uang, pemalsuan surat atau 
materai, pelanggaran lalu  lintas,perjudian, pembunuhan, penipuan, 
penganiayaan, pemerasan atau pengancaman, penggelapan, 
pembakaran, penadahan,  kesusilaan, senjata tajam, illegal  loging, 
pencucian uang, serta pidana khusus seperti kasus pidana korupsi, 
perlindungan anak, dan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga.  
 
  Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
Tabel 4.2 
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Data Jenis Tindak Pidana Tahanan dan Narapidana 
Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar Tahun 2015 
Sumber: Kepala Sub Seksi Administrasi Dan Perawatan Rumah 
Tahanan Negara Kelas I Makassar Per Tanggal 02 Maret Tahun 2015, 
data diolah. 
 
 Sedangkan untuk tingkat pendidikan penghuni di Rumah 
Tahanan Negara Kelas I Makassar, didominasi oleh lulusan Sekolah 
 
NO. 
 
Nama Kasus 
 
Jumlah 
1. Ketertiban 12 
2. Mata Uang 5 
3. Pemalsuan Surat atau Materai 15 
4. Pelanggaran Lalu Lintas 5 
5. Perjudian 35 
6. Pencurian 337 
7. Pembunuhan 16 
8. Penganiayaan 110 
9. Pemerasan atau Pengancaman 5 
10. Penggelapan 60 
11. Penipuan 65 
12. Pembakaran 5 
13. Penadahan 13 
14. Korupsi 3 
15. Kesusilaan 1 
16. Senjata Tajam 73 
17. Perlindungan Anak 38 
18. KDRT 7 
19. Ilegal Loging 2 
20. Pencucian Uang 2 
21. Penyalahgunaan Narkotika 495 
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Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Dasar (SD) selebihnya Buta 
Aksara dan dari lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Diploma, 
Strata 1 (S1), Stara 2 (S2). dan Strata 3 (S3). 
   Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
Tabel 4.3 
Data Tingkat Pendidikan Penghuni 
Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar Tahun 2015 
 
NO. 
 
PENDIDIKAN 
 
STATUS 
 
JENIS 
KELAMIN 
 
JUMLAH 
TAHANAN NARAPIDANA L P 
1. Buta Aksara 55 3 53 5 58 
2. SD 307 46 328 25 353 
3. SMP 238 35 256 17 237 
4. SMA 412 91 455 48 503 
5. Diploma 66 17 78 5 83 
6. S1 57 16 59 14 73 
7. S2 4 1 3 2 5 
8. S3 1 - - - 1 
Sumber: Kepala Sub Seksi Administrasi Dan Perawatan Rumah 
Tahanan Negara Kelas I Makassar Per Tanggal 02 Maret Tahun 2015, 
data diolah. 
 
2. Proses Implementasi Hak-Hak Tahanan Di Rumah Tahanan 
Negara Kelas I Makassar 
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Dalam mengimplementasikan hak-hak tahanan maka pokok 
pembicaraan adalah bagaimana hak-hak tahanan dapat dilaksanakan 
dengan baik sesuai peraturan yang berlaku, pada kenyataannya banyak 
didapatkan hal tersebut sering kali tidak menjadi perhatian dan 
terbengkalai oleh petugas atau aparat penegak hukum. Walaupun 
tersangka atau terdakwa berada dalam proses penahanan, bukan berarti 
dapat diperlakukan sewenang-wenang. Meskipun penahanan seperti 
yang diketahui adalah sebuah bentuk upaya paksa akan tetapi hal 
tersebut tidak serta merta menghilangkan harkat dan martabat tahanan. 
Pelaksanaan penahanan tidak dapat menghilangkan hak asasi 
seseorang baik itu sedang tersangkut suatu proses hukum, akan tetapi 
tidak dapat dipungkiri bahwa dilaksanakannya upaya penahanan 
terhadap tersangka atau terdakwa ada hak asasinya yang dibatasi 
namun demikian sepanjang berhubungan dengan hak yang perlu 
dilindungi utamanya kepentingan peribadinya yang sama sekali tidak 
boleh dikurangi dan harus dijamin oleh hukum sekalipun sedang berada 
dalam proses penahanan. Oleh karena itu Hukum harus senantiasa 
melindungi haknya untuk mendapat perlakuan yang adil dan beradab. 
Tahanan harus diposisikan sederajat dihadapan hukum dan harus di 
hormati oleh setiap orang, khususnya bagi yang melakukan penahanan. 
Sebelum berbicara lebih jauh mengenai implementasi hak-hak 
tahanan, maka berikut ini akan di paparkan gambaran mengenai hak-hak 
48 
 
tahanan yang dalam hal ini menjadi fokus penelitian penulis, yaitu di atur 
dalam PP Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan 
Tahanan dalam Bab IV, agar dalam pembahasan selanjutnya dapat 
diketahui hak-hak manakah yang terlaksana dan tidak terlaksana dalam 
proses penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar. Adapun 
hak-haknya yaitu: 
1. Setiap tahanan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan   
agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam RUTAN atau 
Cabang RUTAN dan LAPAS atau Cabang LAPAS. Sarana dan 
prasarana peribadatan disediakan oleh RUTAN atau Cabang RUTAN 
atau LAPAS atau cabang LAPAS. Serta pelaksanaan ibadah oleh 
tahanan  dilakukan di dalam kamar blok masing-masing. 
2. Setiap tahanan berhak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan       
jasmani. Perawatan rohani dilaksanakan dengan memberikan 
penyuluhan rohani kepada tahanan, sedangkan perawatan jasmani 
dilaksanakan dengan memberikan kegiatan olah raga kepada tahanan. 
3. Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan  yang layak. 
Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter RUTAN atau Cabang 
RUTAN atau LAPAS atau Cabang LAPAS. Dalam hal RUTAN atau 
Cabang RUTAN atau LAPAS atau Cabang LAPAS  belum ada dokter 
atau tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat  
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diminta bantuan kepada Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat dan 
biaya perawatan kesehatan selama di Rumah Sakit dibebankan 
kepada negara. 
4. Hak mendapat biaya pemakaman apabila meninggal. Apabila ada 
tahanan yang meninggal dunia karena sakit atau meninggal secara 
tidak wajar akibat terjadinya penyiksaan terhadap tahanan tersebut, 
maka kepala RUTAN atau Cabang RUTAN atau LAPAS atau Cabang 
LAPAS segera memberitahukan kepada pejabat instansi yang 
menahan dan keluarga tahanan yang meninggal, kemudian  
dimintakan surat keterangan kematian dari dokter serta dibuatkan 
berita acara. Apabila penyebab meninggalnya tidak wajar, maka 
kepala RUTAN atau Cabang RUTAN atau LAPAS atau Cabang  
LAPAS segera melaporkan kepada kepolisian setempat guna 
penyelidikan  dan  penyelesaian Visum  et  repertum dari  dokter yang 
berwenang dan memberitahukan kepada pejabat instansi yang 
menahan serta keluarga dari tahanan yang  meninggal. Pengurusan  
jenazah   dan  pemakamannya  harus diselenggarakan  secara  layak  
menurut  agama  dan  kepercayaan  masing-masing. 
5. Setiap Tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahanan asing 
diberikan makanan yang sama dengan tahanan lain, kecuali atas 
petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain yang harganya tidak 
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melampaui harga makanan seorang sehari. Tahanan yang sakit, 
hamil, atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai 
dengan petunjuk dokter. Mutu dan jumlah bahan makanan untuk 
kebutuhan tahanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
6. Setiap tahanan berhak menyampaikan keluhan tentang perlakuan 
pelayanan petugas atau sesama tahanan kepada kepala RUTAN atau 
Cabang RUTAN atau LAPAS atau Cabang LAPAS.   
Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis dengan tetap 
memperhatikan tata tertib RUTAN atau Cabang RUTAN atau LAPAS 
atau Cabang LAPAS. 
7. Setiap tahanan berhak menerima kunjungan dari : 
a. keluarga atau sahabat; b. dokter pribadi; c. rohaniawan; d. 
penasihat hukum; e. guru; f. pengurus dan atau anggota organisasi 
sosial kemasyarakatan. 
8. Tahanan tetap mempunyai hak-hak politik dan hak-hak keperdataan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dengan adanya pengaturan mengenai hak-hak tahanan, maka 
menurut penulis bahwa tidak ada alasan bagi petugas atau aparat untuk 
mengabaikan bahkan melanggar hak-hak tersebut dan jika dilanggar, 
maka tindakan tersebut dapat diartikan sebagai tindak pidana. Perlu 
diketahui bersama bahwasanya hak-hak yang dimiliki oleh tahanan 
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merupakan hak-hak dasar yang bersifat hakiki, oleh karena itu harus 
dihormati dan dihargai. 
Selanjutnya penulis akan membahas tentang implementasi atau 
pelaksanaan hak-hak tahanan tersebut secara terperinci dan mendetail 
agar dalam pembahasannya lebih mudah untuk dipahami. 
Tabel 4.4 
Daftar Jenis Hak-Hak Tahanan Dan Pelaksanaannya 
Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar Tahun 2015 
 
 
NO. 
 
 
 
JENIS HAK-HAK TAHANAN 
 
PELAKSANAAN 
 
BAIK 
 
CUKUP BAIK 
 
SEDANG 
1. Hak Melakukan Ibadah  
 
   
2. Hak Mendapatkan Perawatan 
Jasmani dan Rohani 
   
 
 
3. Hak Memperoleh Pelayanan 
Kesehatan 
    
4. Hak Mendapatkan Biaya 
Pemakaman 
  
 
  
5. Hak Mendapatkan Makanan   
 
  
6. Hak Menyampaikan Keluhan  
 
   
7. Hak Menerima Kunjungan   
 
  
8. Hak Politik dan Keperdataan    
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1. Setiap tahanan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan  
agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam RUTAN atau 
Cabang RUTAN dan LAPAS atau Cabang LAPAS. 
  Menurut penulis, pelaksanaan hak melakukan ibadah di Rumah 
Tahanan Negara Kelas I Makassar cukup baik. Berdasarkan hasil 
penelitian penulis dalam bentuk wawancara dengan salah satu 
tahanan atas nama Bapak Syamsuddin, beragama Islam berumur 35 
tahun, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan ibadah di Rumah 
Tahanan Negara Kelas I Makassar sudah cukup memadai. Menurut 
beliau ketika sedang melakukan atau melaksanakan ibadah misalnya 
ibadah shalat, selain didalam kamar blok ia juga sering 
melaksanakannya di Masjid yang sudah disediakan didalam lokasi 
Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar. 
  Ditambahkan lagi oleh Bapak Umar Amin selaku salah satu 
pembina kamar blok tahanan, beliau menerangkan bahwa dalam hal 
pelaksanaan ibadah oleh tahanan khususnya di dalam kamar blok, 
sudah di fasilitasi semaksimal mungkin dengan adanya ruangan 
khusus yang bertujuan agar tahanan merasa nyaman dan khusuk 
dalam melakukan ibadah shalat. 
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2. Setiap tahanan berhak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan 
jasmani. 
 Menurut penulis, pelaksanaan hak mendapatkan perawatan 
jasmani dan rohani di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar 
sudah baik. Dimana dalam pelaksanaannya perawatan rohani 
dilaksanakan dengan memberikan bimbingan rohani kepada tahanan, 
yaitu dengan memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, 
kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan 
ajaran agamanya. Bimbingan rohani juga bertujuan untuk membentuk 
kesadaran beragama kepada para tahanan untuk memaksimalkan 
mereka dalam menjalankan peranannya yang menuntut penguasaan 
pengetahuan tentang ajaran agama dan mengamalkan ajaran 
agamanya. Penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar 
mayoritas beragama Islam dan Kristen. 
 Bimbingan rohani Islam yang diberikan meliputi kegiatan 
Tadabbur Quran, tujuannya yaitu untuk mempelajari, memahami dan 
menghayati ayat-ayat dalam Al Quran, sedangkan metodenya yaitu 
setiap 1 kali pertemuan membahas 1-2 ayat. Dilaksanakan setiap hari 
senin dan kamis pukul 10:30 Wita yang dibawakan oleh Ustad 
Sudirman, kegaiatan Kusam atau kuliah Islam, tujuannya yaitu 
memberikan ceramah yang bernuansa Islam. Dilaksanakan setiap hari 
selasa dan rabu pukul 15:30 Wita yang dibawakan oleh Ustad Muh. 
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Ridwan dan Ustad Hadi Yanto, kegiatan Dirosa atau pendidikan Al 
Quran orang dewasa, tujuannya yaitu untuk memperbaiki bacaan Al 
Quran. Dilaksanakan setiap hari jumat pukul 13:00 Wita yang 
dibawakan oleh Ustad Hidayatullah, dan selanjutnya kegiatan Tahsin, 
tujuannya yaitu  memperbaiki, meningkatkan, atau menyempurnakan 
semua hal yang berkaitan dengan pengucapan huruf-huruf Al Quran. 
Dilaksanakan setiap hari sabtu dan minggu pukul 10:00 Wita yang 
dibawakan oleh Ustad AL-Birr.  
 Ustad Hidayatullah adalah salah satu staf pelayanan tahanan 
yang bertindak khusus selaku pembimbing rohani Islam di Rumah 
Tahanan Negara Kelas I Makassar, beliau menerangkan bahwa 
seluruh rangkaian kegiatan bimbingan rohani Islam tersebut 
diperuntukkan oleh seluruh tahanan dan narapidana yang terdiri dari 
laki-laki dan perempuan, dimana kegiatannya dilaksanakan didalam 
Masjid. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap 
salah seorang tahanan, diakui bahwa mereka senang dan antusias 
mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Hal ini disebabkan karena 
disamping kegiatan tersebut dapat memberikan ilmu atau 
pengetahuan tentang agama juga dijadikan sebagai ajang silaturahmi 
antar sesama tahanan yang beragama islam. 
 Sedangkan untuk kegiatan bimbingan rohani Kristen yang 
diberikan meliputi kegaiatan ceramah yang dilaksanakan setiap hari 
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senin sampai minggu pada pukul 14:30 Wita yang dibawakan oleh 
penceramah dari GBI Clarion, GBI Pengayoman, GPIB Bahtera Kasih, 
GSJA Pondok Daud, GSJA Monginsidi, dan Gereja Katholik. Seluruh 
rangkaian kegiatan ceramah tersebut dilakukan didalam Gereja yang 
telah disiapakan atau difasilitasi oleh pihak Rumah Tahanan Negara 
Kelas I Makassar. 
 Perawatan jasmani dilaksanakan dengan cara memberikan 
kegiatan pembinaan jasmani yaitu suatu proses yang dilakukan secara 
sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani dengan tujuan 
untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan dan kesegaran 
jasmani, kemampuan keterampilan, kecerdasan dan perkembangan 
watak atau kepribadian yang harmonis serta dapat menerima orang 
lain sebagaimana adanya dan mempunyai sikap positif terhadap diri 
sendiri maupun orang lain. Pembinaan jasmani yang diberikan meliputi 
kegiatan senam pagi setiap hari selasa dan jumat, bulu tangkis setiap 
hari selasa dan kamis, sepak takraw, futsal, tenis lapangan, tenis 
meja, dan catur yang dilakukan setiap hari. 
 
3. Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak 
Menurut penulis, pelaksanaan hak memperoleh pelayanan 
kesehatan yang layak di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar 
sudah baik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis 
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dengan Dr.Hj. St. Wahida Jalil, M.Kes. Sp. selaku petugas yang 
bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan tahanan dan 
narapidana, beliau mengatakan bahwa pelayanan kesehatan yang 
dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar telah 
diusahakan secara optimal. Untuk menangani masalah atau persoalan 
kesehatan yang dialami oleh para tahanan dan narapidana di Rumah 
Tahanan Negara  Kelas I Makassar disediakan poliklinik kesehatan 
yang mampu menampung pasien rawat inap sebanyak 30 orang dan 
poliklinik  tersebut juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang 
memadai. Sehingga jika tahanan membutuhkan pelayanan kesehatan 
dapat segera diberikan pertolongan sesuai dengan standar dan 
prosedur yang telah ditentukan. 
Selain pelayanan kesehatan juga diadakan pemeliharaan 
kesehatan bagi para tahanan dengan cara pemeriksaan kondisi 
kesehatan secara berkala setiap sekali sebulan. Tujuannya yaitu agar 
penyakit atau gangguan kesehatan para tahanan dapat dideteksi lebih 
awal sehinga tidak menyebabkan tahanan menderita sakit keras atau 
bahkan sampai meninggal dunia.  Usaha lainnya dapat dilihat dengan 
adanya petugas yang ditempatkan sesuai dengan bidang dan 
keahliannya masing-masing. Petugas yang ada di Rumah Tahanan 
Negara Kelas I Makassar terdiri dari petugas rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial, yaitu dokter umum, dokter gigi, perawat atau 
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paramedis, perawat gigi, bidan, psikolog, psikiater, apoteker, asisten 
apoteker, dan ahli gizi. 
  Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
Tabel 4.5 
Data Keadaan Petugas Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial 
Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar Tahun 2015 
 
NO. 
 
 
Petugas 
 
Jumlah 
1. Dokter Umum 1 
2. Dokter Gigi 2 
3. Perawat atau Paramedis 5 
4. Perawat Gigi 3 
5. Bidan 2 
6. Psikolog 1 
7. Psikiater 1 
8. Apoteker 1 
9. Asisten Apoteker 1 
10. Ahli Gizi 1 
Jumlah Total 18 
Sumber: Kepala Sub Seksi Administrasi Dan Perawatan Rumah 
Tahanan Negara Kelas I Makassar Per Tanggal 02 Maret Tahun 2015, 
data diolah. 
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 Selanjutnya, data pelayanan kesehatan yang berhasil penulis 
peroleh yaitu mengenai sarana obat-obatan dan peralatan kesehatan 
yang disiapkan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar. 
  Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
Tabel 4.6 
Data Sarana Obat-Obatan Dan Peralatan Kesehatan 
Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar Tahun 2015 
 
 
NO. 
 
 
 
Obat-Obatan 
 
Peralatan 
 
Medis 
 
Non Medis 
1. Antibiotik Emergensy Bag Set Komputer Unit 
2. Analgetik Alat Resusitasi Tempat Tidur Rawat 
3. Analtetik Bedah Minor Set Kursi Kebidanan 
4. Antialergi Infus Set Kursi Roda 
5. Antidotum Stestoskop Tandu 
6. Antiepilepsi Tensimeter Lampu Sorot 
7. Obat Anti Anemia Termometer Klinis Sterilisator 
8. Diuretik Palu Reflex Exhaust Fan 
9. Kardioveskuler Penekan Lidah Metal Lampu Ultra Violet 
10. Obat Kulit Lampu Senter Bedah Lemari Pendingin 
11. Obat Mata Timbangan Washtafel 
12. Obat Psikosomatik Kateter Set Withdrawl 
13. Obat Saluran Cerna Alat Bantu Pernafasan Inkubator Bayi 
14. Obat Saluran Nafas Alat Perawatan Gigi Tabung Reaksi 
15. Obat Anti Malaria Kacamata Pelindung Tabung Oksigen 
16. Vitamin dan Mineral Doppler Vicktorinox 
17. Vaksin Anti Tetanus Partus Set Termos Alkohol 
Sumber: Kepala Sub Seksi Administrasi Dan Perawatan Rumah 
Tahanan Negara Kelas I Makassar Per Tanggal 02 Maret Tahun 2015, 
data diolah. 
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Sedangkan untuk data kesakitan atau morbiditas di Rumah 
Tahanan Kelas I Makassar diominasi oleh jenis penyakit pernafasan. 
Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
Tabel 4.7 
Data Kesakitan (Morbiditas) Di Rumah Tahanan 
Negara Kelas I Makassar Tahun 2015 
 
 
 
NO. 
 
 
 
 
Jenis Penyakit 
 
 
Sakit 
 
Dirawat 
 
Inap 
 
Jalan 
 
Tahanan 
 
Narapidana 
 
Tahanan 
 
Narapidana 
1. Penyakit Pernafasan 20 9 - - 
2. Penyakit Pencernaan 15 7 3 1 
3. TB 3 2 - - 
4. HIV Dan AIDS 2 4 1 2 
5. IMS 4 6 - - 
6. Hepatitis 6 1 - - 
7. Penyakit Jantung   2 2 - - 
8. Pembuluh Darah - - - - 
9. Penyakit Syaraf 1 2 - 1 
10. Penyakit Kanker - - - - 
11. Penyakit Ginjal - - - - 
12. Chirosis Hepatis 1 - - - 
13. Gangguan Jiwa 1 - 1 - 
14. Penyakit Mata 4 8 - - 
15. Diabetes Mellitus 2 1 - - 
16. Penyakit Kulit 19 12 - - 
17. Penyakit saluran kemih 3 2 2 1 
Jumlah 83 56 7 5 
Sumber: Kepala Sub Seksi Administrasi Dan Perawatan Rumah 
Tahanan Negara Kelas I Makassar Per Tanggal 02 Maret Tahun 2015, 
data diolah. 
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4. Hak mendapat biaya pemakaman apabila meninggal. 
 Menurut pendapat penulis, hak mendapat biaya pemakaman di 
Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar pelaksanaannya sedang. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Budi 
Sarjono Bc.Ip,S.Ag.S.H selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 
I Makassar, penulis mendapatkan data atau keterangan bahwa jika 
ada tahanan yang meninggal maka biaya pemakaman di tanggung 
sendiri oleh pihak keluarga, akan tetapi hal ini juga tidak berlaku 
umum, dalam arti pihak rumah tahanan negara juga melihat kondisi 
keluarga tahanan tersebut. Apabila tahanan atau narapidana berasal 
dari keluarga yang  mampu dan memang pihak keluarga sanggup dan 
ingin  membiayai sendiri biaya pemakamannya maka sepenuhnya 
diserahkan kepada pihak keluarga, tetapi apabila pihak keluarga dari 
tahanan yang kurang atau tidak mampu maka negara melalui pihak 
rumah tahanan negara baru akan menanggung seluruh biaya 
pemakaman. 
 Dari keterangan tersebut penulis mengambil suatu asumsI 
bahwa hal ini jelas  melanggar hak-hak tahanan, sebab bukan 
persoalan mampu atau tidak mampu melainkan hal tersebut 
merupakan suatu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk 
membiayai pemakaman terhadap seseorang tahanan yang meninggal. 
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 Selain itu tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana 
korupsi karena anggaran biaya pemakaman bagi tahanan apabila 
meninggal telah disiapkan oleh negara. 
 
5. Setiap Tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Menurut pendapat penulis, hak mendapatkan makanan di 
Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar pelaksanaannya sudah 
baik. Dimana pelayanan makanan merupakan salah satu hak tahanan 
yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh penyelenggara rumah 
tahanan negara. Makanan dengan kaidah gizi seimbang dibutuhkan 
oleh tahanan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat 
kesehatan agar tidak sakit dan dapat melakukan aktifitasnya sehari-
hari. Pemberian makanan yang tidak cukup kadar, jumlah dan 
kualitasnya dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, 
diantaranya dapat menyebabkan kekurangan gizi sehingga mudah 
terserang penyakit, kurang motivasi dan apatis. Kondisi ini juga dapat 
berakibat pada meningkatnya beban biaya rumah tahanan negara, 
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tahanan. 
 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan 
bapak Ramli, S.H. selaku penanggung jawab penyelenggara dan 
pelayanan makanan kepada tahanan di Rumah Tahanan Negara 
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Kelas I Makassar. Beliau menerangkan bahwa  dalam hal pemberian 
makanan bagi tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar 
diselenggarakan berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktorat  Jenderal 
Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan HAM No.E.PP.02.05-02 
Tanggal 20 September 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Dan Pelayanan Makanan Bagi Penghuni Rumah Tahanan Negara.  
  Adapun mengenai proses  pengadaan bahan makanan bagi 
 tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar 
 dilaksanakan melalui proses pelelangan lewat pemborong yang masuk 
 dalam daftar rekanan mampu (DRM). Penyelenggaraan lelang 
 borongan dilakukan oleh panitia yang ditunjuk oleh Kepala Rumah 
 Tahanan Negara. Selanjutnya, beliau juga menambahkan bahwa 
 terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal
 akan  membantu tugas pokok rumah tahanan negara dibidang 
 pembinaan, pelayanaan dan keamanan, sehingga diharapkan angka 
 kesakitan maupun kematian terhadap tahanan akan menurun dan 
 derajat kesehatannya dapat meningkat, dalam rangka mewujudkan 
 penyelenggaraan pemenuhan makanan terhadap tahanan yang 
 memenuhi syarat dan juga standar kecukupan gizi, hygienes, sanitasi, 
 dan cita rasa dengan baik dan terjaga kuantitas maupun kualitasnya 
 sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka di butuhkan 
 komitmen dan semangat kerja dari semua pihak yang terkait dengan 
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 kegiatan pemenuhan makanan di  Rumah Tahanan Negara Kelas II 
 Makassar. Status gizi yang baik perlu dipertimbangkan kandungan 
 kalori dan nilai gizi dari bahan makanan tersebut sehingga sedapat 
 mungkin sesuai dengan standar kesehatan dan angka kecukupan gizi. 
  Mengingat keterbatasan penyediaan bahan makanan yang ada 
 di masing masing daerah berbeda-beda dimungkinkan untuk diadakan 
 perubahan susunan menu yang dapat disesuaikan dengan kondisi 
 geografis dan kebiasaan makan, sepanjang tidak mempengaruhi nilaii
 gizi dan jumlahkalori yang sudah ditetapkan, maka jenis bahan 
 makanan dapat dikonversi sebagai berikut : 
a. Konversi 1 kg daging sapi = 2 kg daging ayam tanpa kepala 
leher dan kaki. 
b. Konversi 0,75 kg ikan segar = 1 kg daging ayam tanpa kepala 
leher dan kaki. 
c. Konversi tempe 1 ptg (50 gr) = tahu 110 gr (2 ptg) = kacang 
tanah 20gr (2 sd mkn) = kacang merah kering 20 gr (2 sd mkn) 
= kacang ijo 20gr (2 sd mkn). 
d. Konversi ubi jalar = singkong = talas = kentang = gembili (talas 
  Jawa) = jagung (100 gr jagung = 250 gr ubi jalar). 
e. Konversi pisang 50 gr = pepaya 110 gr = jeruk manis 85 gr = 
salak 60gr. 
f. Konversi beras 100 gr = 50 gr sagu = 100 gr jagung pipil. 
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g. Konversi tauge = kangkung = kacang panjang = kol =sawi hijau. 
h. Konversi buncis = kacang panjang. 
i. Konversi wortel = labu kuning. 
 
  Adapun ketentuan mengenai kualitas bahan makanan yaitu: 
  1. Beras    Kualitas No.2 
 2. Ubi Jalar/Ketela/Singkong Ubi yang segar dan  bersih. 
  3. Daging     Harus berasal dari sapi atau 
       kerbau yang  sehat, tanpa  
       tulang dan lemak, gemuk,  
       muda dewasa, yang dipotong 
       tidak boleh lebih lama dari  
       satu hari.  
  4. Ikan segar    Harus segar,besar ( 75 gram), 
       tidak berbau busuk. 
  5. Ikan Asin     Harus cukup besar (26 gram) 
       kering, dan bersih, tanpa  
       kepala. 
  6. Telur Itik/Ayam   a. Harus cukup baik, tidak  
       busuk, 1 (satu) telur itik = 1 
       (satu) telur ayam ukuran  
       besar (70 gram). 
       b. Jika setelah dimasak  
       terdapat  telur yang busuk, 
       maka harus segera diganti 
       oleh rekanan/pemborong  
       lauk-pauk dengan yang baik. 
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  7. Tempe/Kacang   Kedelai Tempe kedelai harus 
       baik, tidak banyak campuran. 
  8. Kacang Hijau   Harus kering, berisi dan  
       bersih, tidak kisut, berwarna 
       hijau tua panjang + 4 mm. 
  9. Kacang Tanah   Harus kering,berisi dan  
       bersih, tidak berlubang  
       lubang, serta telah dikupas. 
  10. Kelapa daging   a. Kelapa sedang (banyak  
       santan), segar, tidak busuk 
       dan telah terkupas. 
       b. Tidak boleh diganti dengan 
       kopra. 
  11. Sayuran segar    a. Harus yang sehat, bermutu 
       baik dan segar serta  
       mengandung zat makanan 
       seperti kobis, sawi, wortel,  
       labu terong, daun melinjo,  
       kacang panjang, kangkung, 
       ketimun dan lain-lain. 
       b. Harus berganti-ganti setiap 
       haridan merupakan campuran 
       sayuran yang beratnya  
       berimbang. 
       c. Tidak termasuk bagian  
       sayur-sayuran yang tidak  
       dapat dimakan. 
  12. Bumbu    Harus terdiri dari bermacam- 
       macam rempah seperti  
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       bawang merah, bawang putih, 
       ketumbar, merica, kemiri  
       jintan, kunyit, jahe, salam,  
       lengkuas, termasuk terasi,  
       cabe, dan bumbu penyedap 
       lainnya sesuai dengan jenis 
       makanan yang tercantum  
       dalam daftar menu. 
  13. Garam dapur   Harus kering dan bersih. 
  14. Gula kelapa/aren/pasir  Harus kering, bersih, dan  
       tidak berbau. 
  15. Minyak garing kelapa  Harus bersih dan baik. 
  16. Pisang    a. Harus jenis pisang ambon 
       atau jenis pisang lainnya 
       seperti pisang raja, pisang  
       susu, yang kwalitasnya sama. 
       b. Dapat diganti dengan 
       pepaya dengan harga 
       yang sama dengan pisang. 
  17. Minyak tanah/gas  a. Minyak tanah/gas yang  
       murni dan jika dipergunakan 
       untuk masak tidak pedih  
       dimata. 
  18. Cabe merah   Harus segar dan cukup tua, 
       panjang tidak kurang dari 5 
       cm, rata-rata dalam 1kg tidak 
       lebih dari 200 biji. 
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  Sedangkan untuk perhitungan kebutuhan bahan makanan yang 
 diperlukan dalam pengadaan bahan makanan sesuai dengan menu 
 yang ditetapkan dan jumlah tahanan dan narapidana, dengan tujuan 
tercapainya kebutuhan bahan makanan selama satu tahun. Adapun 
langkah-langkah perhitungan kebutuhan makanan, sebagai berikut: 
 a. Menentukan jumlah tahanan dan narapidana. 
 b. Menentukan standar porsi tiap bahan makanan dalam berat kotor. 
 c. Menghitung berapa kali pemakaian bahan makanan setiap siklus 
 menu selama satu tahun. 
 Contoh: 
 a. Jumlah rata-rata tahanan dan narapidana per hari = 1.000 orang, 
 b. Standar porsi daging 0.050 Kg. 
 c. Satu siklus menu 10 hari, 3 kali pemakaian daging pada hari ke-3,, 
 5, dan 8. 
 Apabila dalam satu bulan terdiri dari 31 hari, maka pada hari ke-31 
 diberi sama dengan menu hari ketujuh. 
 Contoh kebutuhan daging dalam satu tahun adalah: 
 jumlah tahanan dan narapidana x standar porsi x pemakaian dalam 1 
 tahun  (365 hari) = 1000 orang x 0,050 Kg x ( 3 X 3 X 12) = 1000 orang 
 x 0,050 Kg x 108 kali = 5.400 Kg. 
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  Selanjutnya mengenai persiapan dan pengolahan bahan 
 makanan. Persiapan bahan makanan adalah rangkaian kegiatan 
 dalam penanganan bahan makanan meliputi berbagai proses antara 
 lain, cara membersihkan, mengupas dan memotong, bahan makanan, 
 sebelum sayuran/ bahan dimasak sangat penting untuk diperhatikan 
 segi kebersihan dan sanitasi agar diperoleh makanan yang bersih 
 serta tidak kehilangan zat gizi akibat pencucian yang kurang  baik. 
 Contoh Penyiapan Bahan / Sayuran : 
 a. Penyiapan sayuran daun sebaiknya dilakukan dengan terlebih 
 dahulu melepas ikatan dan dibersihkan dari kotoran yang menempel 
 dengan cara merendamnya ke dalam ember bersih, kemudian dibilas 
 sampai air menjadi bening dan ditiriskan. Sayuran yang telah 
 dibersihkan kemudian dapat dipotong dengan pisau yang tajam dan 
 bersih, kemudian langsung dimasak. 
 b. Penyiapan Sayuran buah , pengupasan sayuran buah sebaiknya 
 dengan pisau yang tajam sehingga daging sayuran buah tidak ikut 
 terkelupas, pengupasan wortel dilakukan dengan pisau kerik khusus. 
 Tujuan persiapan adalah mempersiapkan bahan makanan serta 
 bumbu sebelum diolah. 
 Langkah-langkah persiapan: 
 a. Bahan makanan yang akan diolah dibersihkan sesuai prosedur. 
 b. Waktu persiapan dilakukan pagi, siang dan sore sesuai jadwal. 
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  Pengolahan Bahan Makanan adalah suatu kegiatan memasak 
 bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, berkualitas 
 dan aman untuk dikonsumsi dengan cara menumis, menggoreng, 
 mengukus, dll sesuai teknik memasak yang diperlukan. 
 Tujuan pengolahan bahan makanan adalah untuk meningkatkan nilai 
 cerna, cita rasa, keempukan dan bebas dari organisme berbahaya 
 untuk tubuh. 
 Langkah-langkah pengolahan: 
 a. Bahan makanan yang telah dipersiapkan dimasak sesuai dengan 
 resep menu pada hari tersebut. 
 b. Waktu pengolahan dilakukan pagi, siang dan sore sesuai jadwal 
 makan. 
 c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemasakan adalah 
 sebagai berikut: 
 1.Lama pemasakan memerlukan waktu yang berbeda. Untuk daging 
 sapi ± 1-2jam, ayam ½-1 jam, ikan ± 30 menit, sayuran ± 15 menit. 
 2. Dianjurkan untuk jenis sayuran dimasak untuk satu kali penyajian, 
 tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak. 
 3. Dicicip sebelum disajikan oleh petugas penanggung jawab. 
 4. Menu masakan untuk pagi, siang dan sore sebelum didistribusikan 
 pada hari tersebut diperiksa oleh tim pemeriksa dan disimpan diruang 
 Kepala Rumah Tahanan Negara. 
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 Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu pendistribusian 
makanan. Pendistribusian makanan adalah kegiatan penyaluran 
makanan sesuai dengan jumlah tahanan dan narapidana yang dilayani  
dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan. Tujuan 
pendistribusian makanan adalah agar tahanan dan narapidana 
mendapat makanan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang 
berlaku. 
 Langkah-langkah pendistribusian: 
 a. Menyiapkan daftar jumlah tahanan dan narapidana dalam setiap 
 kamar blok. 
 b. Menggunakan centong nasi porsi standar. 
 c. Untuk distribusi secara sentralisasi, masukkan makanan kedalam 
 ompreng tertutup untuk dibawa ke dalam kamar blok dengan sarana 
 yang layak. 
 d. Untuk distribusi secara desentralisasi, makanan di masukkan 
 kedalam wadah yang layak (plastik, stainlessteel, aluminium) sesuai 
 peruntukannya untuk nasi, sayur, lauk-pauk dan buah. Kemudian 
 dikirim ke dalam kamar blok untuk dibagi kepada tahanan dan 
 narapidana sesuai standard porsi yang telah ditetapkan. 
 e. Penyerahan makanan diperlukan adanya tanda terima dari petugas 
 dan pendistribusiannya dibantu oleh petugas pembina blok. 
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6. Setiap tahanan berhak menyampaikan keluhan tentang perlakuan 
pelayanan petugas atau sesama tahanan kepada kepala RUTAN atau 
Cabang RUTAN atau LAPAS atau Cabang LAPAS. 
  Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak 
 Budi Sarjono Bc.Ip,S.Ag.S.H selaku Kepala Rumah Tahanan Negara 
 Kelas I Makassar, beliau mengatakan bahwa jika tahanan ingin 
 menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas atau sesama 
 tahanan, keluhan tersebut dapat dilakukan atau disampaikan dengan 
 cara disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Disamping itu, jika 
 tahanan medapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari sesama 
 tahanan, tahanan yang bersangkutan juga dapat menyampaikan 
 secara langsung kepada petugas pembina blok tahanan untuk 
 kemudian diselesaikan secara jalur kekeluargaan. 
Untuk memperoleh data atau informasi yang terjadi dilapangan 
penulis melakukan wawancara dengan salah seorang tahanan. Dari 
hasil wawancara yang dilakukan penulis memperoleh data bahwa 
tahanan tersebut pernah mengalami suatu tindakan pemukulan dari 
petugas kemudian dia melaporkan persoalan tersebut kepada petugas 
pembina blok akan tetapi hingga saat ini tidak ada perkembangan 
mengenai tindakan yang dialaminya. Akhirnya tahanan tersebut 
memilih persoalan ini didiamkan saja dengan pertimbangan, berdiam 
diri akan lebih baik daripada harus keberatan. Dari data dan informasi 
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tersebut penulis berpendapat bahwa pelaksanaan hak tahanan dalam 
menyampaikan keluhan pelaksanaannya tergolong sedang. 
 
7. Setiap tahanan berhak menerima kunjungan. 
  Tahanan berhak untuk menerima kunjungan, baik itu dari 
 keluarga, sahabat, dokter pribadi, rohaniawan, penasihat hukum, 
 guru, pengurus dan atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan. 
Menurut pendapat penulis, hak menerima kunjungan di Rumah 
Tahanan Negara Kelas I Makassar pelaksanaannya sedang. Dari data 
dan hasil penelitian dilapangan penulis menemukan tindakan 
diskriminatif pada proses kunjungan terhadap tahanan, dimana 
tahanan yang berasal dari keluarga berada atau pejabat maka 
disediakan ruangan khusus apabila dijenguk atau dikunjungi. 
Sedangkan bagi tahanan yang berasal dari keluarga yang menengah 
atau biasa-biasa saja mereka dikunjungi diruangan yang telah 
disediakan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar dan 
memang diperuntukkan untuk kunjungan. 
 
8. Tahanan tetap mempunyai hak-hak politik dan hak-hak keperdataan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Menurut pendapat penulis, pelaksanaan hak-hak politik dan 
hak-hak keperdataan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar 
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pelaksanaannya baik. Hak politik bagi tahanan yang dimaksud adalah 
hak menjadi  anggota partai politik dan memilih partai politik sesuai 
dengan aspirasinya. Tahanan juga diberi kesempatan untuk 
menggunakan hak  pilihnya dalam pemilu sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak-hak keperdataan 
yang dimaksud adalah hak melakukan kontrak-kontrak bisnis dan 
perdagangan. Seorang tahanan dapat terlibat dalam semua bentuk 
urusan bisnis dan transaksi baik yang berlangsung didalam maupun 
diluar rumah  tahanan, baik yang dilakukan secara pribadi, melalui 
agennya, ataupun melalui telepon. Urusan bisnis ini berupa penjualan, 
pembelian, peminjaman, penyewaan, investasi, dan kesepakatan 
untuk bertanggungjawab atas utang seseorang. Disamping melakukan 
kontrak-kontrak bisnis dan perdagangan. Tahanan juga dapat 
melakukan pernikahan atau perceraian untuk dirinya sendiri maupun 
untuk orang lain, sebagai seorang wakil atau wali, yang acaranya 
dilakukan didalam maupun diluar lingkungan rumah tahanan. 
 
  Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat diidentifikasi bahwa 
 terjadinya pelanggaran terhadap hak-hal tahanan disebabkan oleh 
 beberapa faktor, yaitu: 
1. Tingkat pendidikan, dalam hal semakin rendahnya tingkat 
pendidikan seseorang tahanan, maka semakin rendah pula 
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pemahamannya terhadap hak-hak yang harus diterima pada saat 
menjalani proses penahanan. 
2. Profesi pekerjaan, hal ini diakibatkan karena kurangnya profesi 
atau pekerjaan yang bersentuhan dengan persoalan hukum, 
khususnya mengenai perjuangan hak asasi manusia sehingga 
seseorang tahanan cenderung mengabaikan apa yang seharunya 
menjadi hak-haknya. 
3. Latar belakang sosial dan budaya, hal ini juga mempunyai 
pengaruh karena kurangnya pemahaman seseorang tahanan 
terhadap hak-hak asasi, dan juga dipengaruhi oleh budaya 
masyarakat Indonesia yang terbiasa mendahulukan kewajiban dan 
kepatuhan tanpa memperhatikan hak-hak individual yang melekat 
pada setiap diri manusia. 
  Keadaan ini juga lebih diperburuk dengan keadaan jiwa 
 seseorang yang disangka terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam 
 keadaan shock atau stres membuat tahanan tidak mengetahui apa 
 yang harus diperbuat, kondisi seperti ini mengakibatkan tahanan 
 berfikir apatis dan pasrah dengan menerima konsekuensi dari 
 tindakannya. Juga ditemukan data dari hasil wawancara penulis 
 dengan seorang tahanan atas nama Suharming, beliau mengatakan 
 bahwa sejak dia ditahan sampai saat ini dia tidak pernah diberitahukan 
 mengenai hak-hak yang harus dia terima sehingga jika ada tindakan-
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 tindakan tertentu dari petugas dia sendiri tidak mengetahui dengan 
 persis apakah itu melanggar haknya atau tidak. Menurut penulis selain 
 faktor-faktor yang  dikemukakan diatas, terdapat faktor lain yang juga 
 sangat mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak 
 tahanan, yaitu petugas atau aparat penegak hukum yang seharusnya 
 atau idealnya terlebih dahulu menjelaskan hak-hak tahanan sebelum 
 melakukan penahanan pada umumnya tidak dilaksanakan. Akan tetapi 
 hal ini juga tidak sepenuhnya merupakan kesalahan petugas sebab 
 dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak ada yang 
 mengatur dengan jelas mengenai kewajiban aparatur pelaksana 
 KUHAP untuk menyampaikan seluruh hak-hak tahanan. 
  Sebagai bahan perbandingan, penulis akan memaparkan 
 bahwa di Amerika Serikat terdapat suatu aturan khusus yang 
 mengatur bahwa aparatur dalam melakukan penangkapan atau 
 penahan terhadap tersangka atau terdakwa harus disertai dengan 
 pembacaan dan pemberitahuan tentang apa yang menjadi hak-hak 
 tersangka atau terdakwa. Aturan ini disebut dengan Miranda Warning 
 yang adapun isinya sebagai berikut: 
  The suspects/accused must be warned prior to any questioning 
 that he has the right to remain silent, that anything he says can be 
 used against him in a court of law, that he has the right to the presence 
76 
 
 of an attorney, and that if he cannot afford an attorney one wol be 
 appointed for him prior to any questioning (Al. Wisnubroto 2005:54-55) 
   Inti dari aturan tersebut yaitu petugas atau aparat penegak 
 hukum harus tahu, hafal, dan tidak boleh lupa untuk membacakan 
 pada tersangka atau terdakwa yang sedang dalam proses penahanan, 
 bahkan lembaga kepolisian akan mencetak kata-kata tersebut dalam 
 sebuah kartu untuk para pejabat kepolisian. Pejabat kepolisian harus 
 senantiasa menyimpan kartu tersebut sehingga pada saat melakukan 
 penangkapan terhadap tersangka atau terdakwa, maka pejabat polisi 
 dapat langsung membacakan hak-hak tersebut sehingga pada saat itu 
 pula tersangka atau terdakwa secara otomatis dapat mengetahui hak-
 hak yang harus mereka terima. 
 
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Tahanan Apabila Hak-Hak Tahanan Di 
Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar Tidak Diimplementasikan 
  Berbicara mengenai upaya yang dapat dilakukan oeh tahanan 
apabila haknya tidak diimplementasikan atau dilaksanakan maka titik 
berat pembicaraan adalah mengenai langkah-langkah hukum tahanan 
atau melalui kuasanya untuk menuntut atau mengajukan keberatan atas 
perlakuan tidak wajar yang dialami oleh tahanan. Keadaan tersebut 
memang disebabkan karena tidak adanya ketentuan yang mengatur 
konsekuensi yuridis apabila petugas atau aparat penegak hukum lalai 
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atau tidak melaksanakan hak-hak tahanan, artinya bagi tahanan sendiri 
tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal haknya dilanggar. 
Meskipun dari hasil penelitian ini ditemukan data bahwa upaya yang 
dapat dilakukan apabila hak-hak tahanan tidak dilaksanakan hanya 
sebatas dalam bentuk pelaporan atau penyampaian kepada Kepala 
Rumah Tahanan Negara baik secara lisan maupun tertulis yang dilakukan 
oleh seseorang tahanan ataupun penasihat hukum tahanan tersebut, bagi 
penulis upaya yang demikian sangat kaku dan hasil keberatan yang 
diajukan tidak mempunyai dampak yang berarti terhadap proses 
penegakan pelaksanaan hak-hak tahanan, karena sangsinya hanya 
berupa teguran secara lisan maupun tulisan dan juga tidak menutup 
kemungkinan dengan adanya laporan keluhan dari tahanan dapat 
menyebabkan oknum petugas tersebut mengulangi tindakannya dalam 
bentuk lebih keras lagi terhadap tahanan karena menganggap bahwa 
tahanan tersebut telah berani melaporkannya kepada Kepala Rumah 
Tahanan Negara untuk menangani atau menyelesaikan persoalan 
tersebut. 
  Sebenarnya dengn adanya ketentuan tentang hak-hak tahanan 
yang harus diberikan dan dilindungi pada hakikatnya adalah bentuk upaya 
hukum untuk menghindari terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak-
hak terhadap tahanan, akan tetapi dalam pelaksanaannya hak tersebut 
78 
 
cenderung diabaikan dan dilanggar oleh petugas atau aparat penegak 
hukum. 
  Terobosan baru atau upaya untuk kedepan dengan adanya 
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang 
salah satu tugas utamanya adalah menerima saran atau keluhan 
masyarakat terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk 
dengan adanya pelanggaran hak terhadap tahanan yang semestinya tidak 
boleh terjadi, maka tahanan secara pribadi atau melalui penasihat 
hukumnya dapat melaporkan hal tersebut agar dapat ditindaklanjuti oleh 
instansi Kementerian tersebut, minimal ada sanksi yang dijatuhkan 
terhadap oknum petugas yang bersangkutan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa: 
1. Masih adanya hak-hak tahanan yang tidak dilaksanakan secara 
optimal oleh aparat penegak hukum khususnya pada proses 
penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, adapun 
hak-hak tersebut yaitu: 
a. Masih terjadi tindakan pemukulan atau penyiksaan fisik terhadap 
tahanan oleh oknum petugas rumah tahanan. 
b. Tindakan diskriminatif juga terjadi pada proses kunjungan 
terhadap tahanan, dimana tahanan yang berasal dari keluarga 
berada  atau pejabat tertentu maka disediakan ruangan khusus 
apabila dijenguk atau dikunjungi. Sedangkan bagi tahanan yang 
berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja mereka dikunjungi 
diruangan yang memang diperuntukkan untuk kunjungan. 
c. Adanya perbedaan perlakuan antara keluarga yang mampu dan 
tidak mampu dalam hal memperoleh biaya pemakaman apabila 
meninggal. Jika tahanan berasal dari keluarga yang mampu 
maka biaya pemakamannya sepenuhnya ditanggung oleh pihak 
keluarga, tetapi jika tahanan berasal dari keluarga yang tidak 
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mampu maka negara melalui pihak rumah tahanan negara baru 
akan menanggung biaya pemakaman tersebut. 
2. Upaya yang dapat dilakukan oeh seorang tahanan apabila haknya 
tidak diimplementasikan atau dilaksanakan hanya sebatas dalam 
bentuk pelaporan atau penyampaian kepada Kepala Rumah Tahanan 
baik secara lisan maupun tertulis. Akan tetapi menurut penulis upaya 
yang demikian sangat kaku dan hasil keberatan yang diajukan tidak 
mempunyai dampak yang berarti terhadap proses penegakan 
pelaksanaan hak-hak tahanan. 
B. Saran 
1. Harus dilakukan pengawasan yang melekat terhadap porses 
implementasi atau pelaksanaan pemenuhan hak-hak tahanan dan 
juga harus ada pengaturan atau regulasi yang jelas mengenai 
kewajiban petugas untuk memberitahukan hak-hak tahanan sehingga 
apabila dalam prosesnya terjadi pelanggaran, tahanan dapat 
mengajukan keberatan atau menempuh upaya hukum tertentu guna 
perlindungan hak-hak asasi manusia khususnya yang sedang dalam 
proses penahanan. 
2. Harus diatur dengan jelas dan tegas mengenai konsekuensi atau 
sanksi yuridis bagi petugas yang melanggar ketentuan tentang 
pemberian dan pelaksanaan hak-hak tahanan. 
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